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Meningkatnya angka perceraian di Kota Lhokseumawe menimbulkan
dampak terhadap kesehatan mental anak, seperti kecemasan, trauma, dan
ketidakstabilan emosional. Perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjamin hak anak atas perlindungan dan
kesehatan mental. Namun, perlindungan kesehatan mental anak akibat perceraian
belum diatur secara khusus dan implementasinya masih belum optimal. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, peran DP3AP2KB Kota
Lhokseumawe, serta kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap
kesehatan mental anak akibat perceraian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui
wawancara dengan pihak DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, konselor anak, orang
tua, anak korban perceraian, dan akademisi. Selain itu, penelitian ini juga
menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis
secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan perlindungan
hukum terhadap kesehatan mental anak akibat perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai
perlindungan kesehatan mental anak akibat perceraian telah diatur dalam berbagai
peraturan perundang-undangan, namun belum terdapat aturan yang secara khusus
mengatur perlindungan kesehatan mental anak korban perceraian. DP3AP2KB
Kota Lhokseumawe telah menjalankan perannya melalui layanan konseling,
pendampingan psikologis, edukasi, serta monitoring terhadap kondisi anak.
pelaksanaannya masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia,
rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum adanya mekanisme khusus yang
menempatkan anak sebagai subjek utama dalam perlindungan hukum akibat
perceraian orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masih terdapat
kesenjangan antara pengaturan hukum dengan implementasi perlindungan
kesehatan mental anak akibat perceraian. Oleh karena itu, disarankan adanya
penguatan regulasi yang lebih khusus mengenai perlindungan kesehatan mental
anak, peningkatan kapasitas kelembagaan DP3AP2KB, serta peningkatan kerja
sama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan
perlindungan hukum dan pendampingan bagi anak korban perceraian.
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